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A B S T R A K 

Yang menjadi permasalahan : 
1. Syarat apakah yang harus dipenuhi Akta Pendirian perusahaan Perseroan 

Terbatas menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 ? 
2, Syarat apakah yang harus dipenuhi Anggaran Dasar perusahaan Perseroan 

Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ? 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 
hukum, terutama yang bersangkut paut dengan syarat yang harus dipenuhi 
Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas, maka 
jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat 
eksploratoris atau penjelajahan, karenanya tidak bermaksud untuk menguji 
hipotesis. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 
kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang relevan.Teknik pengolahan data tekstular dilakukan dengan 
menerapkan cara analisis isi, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu 
kesimpuian. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang melaksanakan 
pembangunan disegala bidang, baik menyangkut bidang hukum, politik, sosial, 
budaya dan ekonomi, Salah satu upaya yang meningkatkan pembangunan 
dibidang ekonomi ialah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan baik dalam 
bentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, 
ataupun Koperasi. Pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang 
Nomor I Tahun 1995 yang berlaku sejak tanggal 7 Maret tahun 1996 
menggantikan semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang Perseroan 
Terbatas, termasuk pengaturan mengenai Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. 
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Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut 
dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpuian sebagai berikut; 

1. Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1995, syarat yang harus dipenuhi 
Akta Pendirian perusahaan Perseroan Terbatas ialah sekurang-kurangnya 
a, memuat : 

1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 
dan kewarganegaraan pendiri; 

2) susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 
tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang 
pertama kali diangkat; 

3) nama pemegang saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau 
nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditetapkan dan disetor 
pada saat pendirian; 

b. memuat Anggaran Dasar 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, syarat yang harus dipenuhi 
Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas ialah sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. nama dan tempat kedudukan perseroan; 
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
c. jangka waktu berdirinya perseroan; 
d. besamya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang 

disetor; 
e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah 

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, 
dan nilai nominal setiap saham; 

f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 
g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham; 
h. tata cara pemilihan, pcngangkatan, penggantian ,dan pemberhentian 

anggota Direksi dan Komisaris; 
i . tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; 

j . ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang. 
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B A B 1 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini pada hakekatnya didasari oleh 

kemajuan dibidang ilmu dan teknologi yang sangat pesat yang diantaranya 

menyebabkan makin berkembang dan majunya perekonomian. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedang melaksanakan 

pembangunan disegala bidang, baik menyangkut bidang hukum, politik, 

sosial, budaya dan ekonomi Salah satu upaya meningkatkan pembangunan 

dibidang ekonomi ialah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan baik 

dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap 

(CV), Firma, ataupun Koperasi. 

Secara fluktual, Perseroan Terbatas menduduki tempat strategis 

sebagai salah satu pelaku ekonomi dan merupakan bentuk usaha kegiatan 

ekonomi yang paling disukai saat ini. Karena, disamping pertanggung 

jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas memberikan 

kemudahan bagi pemilik/pemegang saham untuk mengalihkannya kepada 

, setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada 

perusahaan tersebut. 
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Peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas, yang menggantikan Buku Kesatu Titel Ketiga bagian ketiga Pasal 

36 sampai dengan Pasai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) berikut segala 

perubahannya. 

Keadaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

terdapat dualisme pengaturan. Hal ini memang dikehendaki oleh 

pemerintah kolonial Belanda waktu itu yang membedakan goiongan 

penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Bagi goiongan Eropa atau 

yang dipersamakan dengan itu berlaku Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, 

Staatsblad 1847:23); sedangkan bagi goiongan Bumi Putra berlaku 

Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische 

Maalschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo 717). Dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada tanggal 7 

Maret tahun 1995, maka sejak tanggal 7 Maret tahun 1996 terjadi unitlkasi 

pengaturan mengenai perusahaan perseroan di Indonesia. Terhadap badan 

hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, 

wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pend rian dan 
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Anggaran Dasar kepada Menteri dalam waktu tiga tahun terhitung sejak 

tanggal 7 Maret tahun 1996. 

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesualu yang 

berhubungan dengan uraian singkat tersebut diatas, telah menjadi motif 

sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini , yang hasilnya 

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : SYARAT Y A N G HARUS 

DIPENUHI A K T A PENDIRIAN D A N ANGGARAN DASAR 

PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR i T A H U N 1995. 

B. Permasalahan 

Yang menjadi permasalahan : 

1. Syarat apakah yang harus dipenuhi Akta Pendirian perusahaan 

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ? 

2. Syarat apakah yang harus dipenuhi Anggaran Dasar perusahaan 

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 ? 

C . Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap syarat yang harus dipenuhi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 

perusahaan Perseroan Terbatas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung 

pula hal-hal lain yang ada kaitannya. 
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Tujuan penelitian adaiah untuk mencari kejelasan guna melengkapi 

pengetahuan teoretis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Hasil penelitian diharapkan bermantaat sebagai tambahan informasi 

bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis, sekaligus 

merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Aimamater. 

D. Metodoiogi 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip 

hukum, terutama yang bersangkut paut dengan syarat yang harus dipenuhi 

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas, maka 

jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat 

eksploratoris atau penjelajahan, karenanya tidak bermaksud untuk menguji 

hipotesis. 

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 

kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang reievan. 

Teknik pengolahan data tekstular dilakukan dengan menerapkan 

cara analisis isi, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpuian. 

Sistematika laporan hasil penelitian disusun sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan serta metodoiogi. 

Bab II Tinjauan Umum 

Dalam bab ini dijabarkan kerangka teoretis dan konsepsional, 

diantaranya tentang beberapa pengertian, berbagai bentuk 

perusahaan dan tentang Akta. 

Bab I I I Syarat yang harus dipenuhi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar 

perusahaan Perseroan Terbatas menurut Undang -Undang Nomor 

1 Tahun 1995. 

Pokok permasalahan dibahas dalam bab ini. 

Bab IV Penutup 

Bab ini berisikan kesimpuian dan saran. 



B A B II 

T I N J A U A N U M U M 

A. Beberapa Pengertian 

Sudah menjadi kodrat bahwa anggota masyarakat mempunyai 

kebutuhan dan kepentingan. Untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya sering terjadi benturan dalam hidup bermasyarakat. 

Masyarakat dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam 

kepentingan manusia, sehingga sering kali kepentingan dan keinginan 

anggotanya tidak tercapai. Untuk menjamin kedamaian hidup bersama 

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya tersebut, diperlukan 

norma yang akan mengarahkan dan mematoki tingkah laku manusia. 

Sesungguhnya, manusia hidup dalam dua dimensi kehidupan, yakni 

kehidupan pribadi maupun kehidupan antar pribadi. Dalam aspek 

kehidupan pribadi terdapat norma agama atau kepercayaan yang akan 

mengarahkan manusia agar menjadi pribadi yang beriman; dan norma 

kesusilaan yang akan membimbing manusia supaya menjadi pribadi yang 

berakhiak. Sedangkan dalam aspek kehidupan antar pribadi terdapat norma 

sopan santun yang bertujuan membimbing manusia untuk mencapai 

kesedapan hidup bersama (pleasant living together), dan norma hukum 

6 
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yang akan menuntun manusia mencapai kedamaiaan hidup bersama 

(peaceful living together). 

Diantara berbagai norma tersebut, yang paling berpengaruh adalah 

norma hukum karena dapat dipaksakan berlakunya oleh yang berwenang. 

Norma hukum adalah patokan atau pedoman bagaimana cara bcrsikap 

tindak dalam hidup menurut hukum. 

Esensialia norma hukum ialah hal mematoki. Dengan kata Iain, 

norma hukum memberikan arahan kepada manusia untuk bertingkah laku 

tertentu agar kepentingan bersama dapat terjamin. Sebagai patokan tingkah 

laku, norma hukum membcri petunjuk perbuatan mana yang harus 

dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Fungsi norma hukum disatu pihak 

sebagai patokan tingkah laku dan dilain pihak sebagai patokan penilaian. 

Karakteristik norma hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut 

pandang. Dari segi isinya, norma hukum pada hakekatnya berisikan 

suruhan (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogen). 

Berdasarkan sifatnya dibedakan norma hukum yang bersifat 

imperatif dan yang bersifat fakultatif Norma hukum yang berisikan 

suruhan dan larangan adalah imperatif, sedangkan norma hukum yang 

berisikan kebolehan adalah fakultatif. 
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Dari sudut daya lakunya dibedakan antara norma hukum yang 

berdaya hukum sekaii usai (einmahlig). Dan norma hukum yang berdaya 

laku terus menerus (dauerhaftig). Norma hukum berdaya laku sekaii usai 

apabila hanya menetapkan saja dan setelah itu usailah tugasnya. Sedangkan 

norma hukum berdaya laku terus menerus apabila tidak dibatasi oleh 

waktu. 

Dipandang dari daya cakupnya, terutama dibedakan antara sudut 

pandang addresatnya dan hal yang diatur, sebagai berikut: 

1. Dari segi addresatnya dibedakan antara norma hukum yang berdaya 

cakup umum dan norma hukum yang berdaya cakup individual. Norma 

hukum yang berdaya cakup umum apabila ditujukan/diperuntukkan 

orang banyak/tidak tertentu, sedangkan norma hukum yang berdaya 

cakup individual apabila ditujukan/diperuntukkan seseorang^eberapa 

orang/banyak orang yang tertentu. 

2. Dari segi hal yang diatur dibedakan antara norma hukum yang abstrak 

dan norma hukum yang konkrit. Norma hukum yang abstrak apabila hal 

yang diatur dirumuskan secara abstrak, sedangkan norma hukum yang 

konkrit apabila hal yang diatur dirumuskan secara konkrit. 

Berdasarkan lingkup lakunya dibedakan antara ; 
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1. Lingkup laku pribadi (personengebied), yaitu siapa yang oleh norma 

hukum dipatoki peranannya. 

2. Lingkup laku wilayah (ruimtegebied), yakni wilayah dimana norma 

hukum itu mengikat. 

3. Lingkup laku waktu (tijdsgebied), ialah waktu bilamana suatu peristiwa 

diatur oleh norma hukum. 

4. Lingkup laku ihwal (zakengebied), adaiah hal/peristiwa hukum yang 

menjadi objek norma hukum. 

Kelakuan norma hukum yang menjadi landasan keberlakuan norma 

hukum, dibedakan sebagai berikut: 

1. Kelakuan yuridis, intinya adalah yang menjadikan norma hukum itu 

sah; dengan konsekuensi, j ika hanya mempunyai kelakuan yuridis maka 

merupakan norma yang mati. 

2. Kelakuan sosiologis, intinya adalah efektivitas norma hukum dalam 

kehidupan bersama; dengan konsekuensi, j ika hanya mempunyai 

kelakuan sosiologis terutama yang berlandaskan teori kekuasaan (the 

power theory) maka merupakan norma pemaksa. 

3. Kelakuan filosofis, intinya adalah kesesuaian norma hukum dengan 

rechtsidee (cita hukum), j ika hanya mempunyai kelakuan filosofis maka 

merupakan ius constituendum. 



10 

Perumusan norma hukum dibedakan antara: 

1. Perumusan hipotetis apabila menunjukkan hubungan antara 'condition' 

dan 'sequence'. 

2. Perumusan katagoris, j ika hanya memuat rumusan 'condition'. 

Pada hakekatnya tidak semua peraturan hukum mengandung norma 

hukum. Peraturan hukum yang mengandung norma hukum adalah 

peraturan hukum yang mematoki tingkah laku manusia. 

Menurut E. Utrecht, 

... hukum adaiah himpunan petunjuk hidup - perintah dan larangan -
yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya 
ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena 
itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan 
pemerintah atau penguasa ... 

L. J. van Apeldoom menyatakan bahwa "...hukum adalah suatu 

gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenai hukum maka itu 

menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, adat-istiadat, dan 

kebiasaan... 

'Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 
1999. h. 23 

2) Ibid. 
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J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sasropranoto menyatakan bahwa 

hukum adalah "...peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang 

dibual oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 

peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan 

hukuman... ""'̂  

E.M. Meyers mengemukakan bahwa "Hukum ialah semua aturan 

yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku 

manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-

penguasa negara dalam melakukan tugasnya".**' 

Leon Duguit menyatakan bahwa hukum adalah "...aturan tingkah 

laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat 

tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari 

kepentingan bersama dan yangjika dilanggar menimbulkan reaksi bersama 

terhadap orang yang melanggar peraturan itu".^' 

^'Ibid.,h,24 

"*'C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 36. 

^'Ibid. 
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Immanue! Kant mengemukakan bahwa "...hukum ialah kescluruhan 

syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang Iain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan"."' 

M . H. Tirtaatmidjaja menegaskan bahwa 

...hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam 
tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman 
mesti mengganti kerugian j ika melanggar aturan-aluran itu akan 
membahayakan din sendiri atau harta, umpamanya orang akan 
kehilangan kcmcrdekaannya, didenda dan sebagainya.^' 

Dari berbagai rumusan tentang hukum tersebut diatas dapat 

disimpuikan unsur-unsumya sebagai berikut: 

1. Peraturan mengenai perintah, larangan dan kebolehan 

2. Peraturan mengenai tingkah laku manusia daiam pergaulan masyarakat 

3. Peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib 

4. Peraturan itu bersifat memaksa 

5. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adaiah tegas. 

Sesungguhnya, hukum itu sangat luas lapangannya dan banyak 

seginya sehingga tidak mungkin dirumuskan secara singkat, kecuali 

6) Ibid. 

^Ibid . ,h . 38. 
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melihatnya dari sudut pandang tertentu. Konsekuensinya, untuk mudah 

menemukannya, hukum yang luas itu dibagi dalam beberapa goiongan 

menurut kriteria pembagian tertentu. 

Berdasarkan kepentingan dan hubungan hukum yang diatur, secara 

tradisional terutama dibedakan antara hukum publik dan hukum privat. 

Hukum publik menitikberatkan pengaturan mengenai kepentingan umum, 

sedangkan hukum prival menitikberatkan pengaturan mengenai 

kepentingan perorangan. Tergolong hukum publik diantaranya adalah 

Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan 

Iain-Iain. Tergolong hukum privat diantaranya ialah Hukum Perdata, 

Hukum Dagang dan lain-iain. 

Menurut van Vollenhoven 

... hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua 
masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut 
tingkatannya, dan masing-masing masyarakat hukum itu menentukan 
wilayah lingkungan rak>atnya dan menentukan badan-badan serta 
fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, 
serta menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut 

Dipihak lain van der Pot berpendapat bahwa "... hukum tata negara 

J. B Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, 
Yogyakarta, 2001 h. 50. 
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adaiah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, 

wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan 

yang lainnya, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-

individu dalam suatu negara ... 

Mengenai hukum administrasi negara, Kusumadi Poedjosewojo 

berpendapat bahwa, "...adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur 

bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk 

memenuhi tugasnya...". 

Sedangkan E. Utrecht, mengemukakan bahwa "Hukum administrasi 

negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang 

diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang 

khusus" 

Tentang Hukum pidana, Daliyo berpendapat "...adalah hukum yang 

mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. 

'^'Ibid. 

'" 'Ibid.,h.71. 

" ' Ib id . 
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Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang 

merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan".'"' 

"Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah 

laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan 

keluarga".'^' 

Hukum perdata dibedakan menjadi dua yaitu hukum perdata materil 

dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-

kepentingan perdata setiap subjek hukum sedangkan hukum perdata formil 

mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila 

dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formil mempertahankan hukum 

perdata materil, dalam arti berfungsi menerapkan hukum perdata materil 

apabila ada yang melanggamya. 

"Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur 

hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya daiam hal 

pemiagaan.".'"*' 

' ' ' Ibid . h . 88. 

'^'Ibid.,h. 103. 

'•"lbid.,h. 125. 
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Hukum dagang Indonesia bersumber pada : 

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu; 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan 

khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

perdagangan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri dari dua buku yaitu 

Buku Kesatu berisikan pengaturan tentang dagang pada umumnya yang 

meliputi antara lain tentang jenis perseroan, bursa dagang, makelar, kasir, 

surat wesel, sural order, cek dan tentang asuransi. Dan Buku Kedua 

berisikan pengaturan tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari 

pelayaran. 

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang tercermin dari bunyi pasal 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang bahwa : Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan 

penyimpangan-penyimpangan berlaku juga terhadap hal-hal yang 

dibicarakan dalam kitab ini. 
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Dengan kata lain, KUHD merupakan Lex Speciaiis dari KUHP 

seperti dinyatakan oleh Sudiman Karto Hadiprodjo bahwa " . . . K U H D 

merupakan suatu Lex Speciaiis terhadap KUHS sebagai Lex Gcneralis; 

maka sebagai Lex Speciaiis, kalau andai kata dalam KUHD terdapat 

ketentuan mengenai soal yang dapat aturan pula dalam KUHS maka 

ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku . . ." . '^ ' 

B. Berbagai Bentuk Perusahaan 

Perkembangan dibidang perdagangan telah menyebabkan kalangan 

pengusaha tidak lagi bertindak seorang dir i , melainkan bekerjasama dalam 

persekutuan-persekutuan dengan tujuan memperoleh laba sebesar-

besamya. Pengusaha-pengusaha yang menggabungkan diri itu, 

menjalankan perusahaan yang bercorak perseroan. Kerjasama dalam 

menjalankan perseroan seperti dimaksud, terutama dibedakan "...antara 

partnership (persetujuan perseroan = maatschap) dan companies (perseroan 

pemiagaan : perseroan firma, perseroan komenditer, perseroan terbatas, 

perkumpulan koperasi,... )". '^' ' Dalam pembahasan selanjutnya, 

'•''C. S.T Kansil, Op Cit . ,h . 310. 

'*'C. S. T. Kansil dkk, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 
Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 70. 
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'persetujuan perseroan' akan disebut dengan istilah perseroan, untuk 

membedakannya dari perseroan pemiagaan. 

Pengaturan mengenai perseroan tertuang dalam Bab 8 Buku Ketiga 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perseroan pemiagaan 

terutama perseroan flrma dan perseroan komanditer diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang, Perseroan Terbatas diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Disamping itu, terdapat pula 

persekutuan pemiagaan yang mempunyai sifat-sifat khusus dan diatur 

secara khusus, seperti koperasi, perusahaan negara. 

Berdasarkan uraian diatas bentuk-bentuk perusahaan terutama 

dibedakan dalam dua kelompok sebagai berikut: 

1. Pemsahaan yang tergolong partnership, diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yakni perseroan (maatschap) 

2. Perusahaan yang tergolong companies, 

a. Perseroan flrma dan perseroan komenditer diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang. 

b. Perseroan Terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1995. 
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c. Perusahaan yang mempunyai sifat-sifat khusus, seperti koperasi dan 

perusahaan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan 

khusus. 

1. Perseroan (maatschap) 

Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, 

yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan 

maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi 

diantara mereka. 

Berdasarkan pengaturan tersebut berarti bahwa dalam bentuk 

perseroan ini, terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan 

berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan dengan masing-

masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha dalam 

perseroan itu. 

Perseroan adalah bentuk kerjasama yang paling sederhana yang 

tidak menetapkan syarat jumlah modal tertentu yang harus disetor, maiahan 

diperbolehkan seseorang anggota hanya nienyumbangkan tenaganya, lagi 

pula iapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada sesuatu hal tertentu, 

karenanya dapat pula dipakai untuk melakukan perdagangan. Dalam kaitan 

itu, "...Tirtaatmidjaja berpendapat bahwa maatschap adalah bentuk pokok 
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untuk perusahaan-perusahaan yang diatur dalam K U H D dan juga 

perusahaan-perusahaan yang diatur diluar K U H D " . 

Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-

masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap 

peserta itu dihitung menurut perbandingan besamya sumbangan modal 

dimasukkan masing-masing. Bagi peserta yang hanya memasukkan 

kegiatannya kedalam perusahaan, maka bagiannya dalam laba dan rugi 

diperhitungkan sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan 

uang atau barang yang paling sedikit. 

Pasai 1635 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan 

bahwa perjanjian yang memberikan keuntungan hanya kepada salah 

seorang dari peserta adalah batal. Tetapi diperbolehkan menjanjikan bahwa 

semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau 

lebih. 

Pasai 1639 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjirn tertentu 

megenai cara mengurus perseroan itu maka wajib diindahkan pengaturan 

sebagai berikut: 

a. Para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk 

mengurus perseroan itu. Dengan kata Iain, perbuatan yang dilakukan 
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olch masing-masiiig peserta, sekalipun tanpa izin para peserta lain, 

mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari 

mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum 

ditutup. 

b. Setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan 

sejauh digunakan untuk mana barang-barang tersebut biasanya 

dimaksudkan dan memakainya tidak dengan cara yang bertentangan 

dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa 

sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya 

berdasarkan haknya. 

c. Setiap peserta berhak mcwajibkan para rekannya untuk ikut memikul 

biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan barang-barang kekayaan 

perseroan. 

d. Tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan 

pembaharuan-pembaharuan pada barang tak bergerak kepunyaan 

perseroan dengan alasan bahwa pembaharuan-pembaharuan itu 

bermanfaat bagi perseroan. 



2 a. Perseroan firma dan perseroan komanditer 

Perseroan firma 

Perseroan firma (Vennootschap Onder Firma) adalah salah satu 

bentuk perusahaan yang diatur dalam Buku Kesatu Bab 3 bagian 

kedua Kitab Undang-Undang I lukum Dagang. 

Istilah firma sesungguhnya "...berarti nama yang dipakai untuk 

berdagang bersama-sama ...adakalanya diambil dari nama seorang 

yang turut menjadi persero firma itu sendiri, tetapi dapat juga nama 

itu diambil dari nama orang yang bukan persero".'^' 

Berdasarkan Pasal 1 K U H D , pada hakekatnya semua peraturan, 

terutama mengenai perseroan yang diatur dalam KUHP, berlaku 

juga untuk peiseroan yang diatur dalam KUHD. Maiahan Sukardono 

menyatakan bahwa " . . . V . O. F. adalah suatu perserikatan perdata 

yang khusus". Kekhususan pada perseroan firma tercermin dalam 

Pasal 16, 17 dan 18 K U H D yang menetapkan tiga unsur mutlak, 

yaitu : 

U i d . , h . 77. 

'Ibid.,h. 76. 
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1) Menjalankan perusahan; 

2) Pemakaian satu nama firma bersama; 

3) Pertanggungjawaban tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai 

perikatan dengan firma. 

Perhubungan intern para anggota satu sama lainnya dalam firma 

pada dasamya sama seperti perhubungan intern anggota perseroan 

(maatschap), kecuali ditentukan lain dalam akta pendirian. 

Sedangkan perhubungan ekstem para anggota firma dengan pihak 

ketiga berlainan sekaii dari perhubungan keluar pada perseroan 

(maatschap). 

Mengenai tanggung jawab masing-masing anggota firma 

ditegaskan bahwa tiap anggota bertanggung jawab secara tanggung 

menanggung untuk seluruhnya atas semua perikatan dari firma. 

Dengan kata lain bahwa tiap anggota firma baik langsung atau 

sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya atas persetujuan-

persetujuan yang diadakan firma terhadap pihak ketiga. 

Konsekuensinya, seorang anggota firma yang bertindak keluar tidak 

perlu dikuasakan khusus oleh kawan-kawan anggota lainnya untuk 

mengikatkan mereka, maiahan mereka itu sudah dengan sendirinya 

terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh salah seorang 
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rekannya. Karena itulah kepercayaan terhadap firma sangat besar, 

sebab pihak ketiga yang telah berhubungan dengan salah seorang 

anggota firma dapat menuntut semua anggota firma itu masing-

masing untuk seluruh persetujuan atau piutang. 

Perseroan Komanditer 

Perseroan komanditer (commanditaire vennootschap) adalah 

suatu perseroan "...untuk menjalankan suatu perusahaan yang 

dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara 

tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya (tanggung 

jawab soiider) pada satu pihak, dari satu orang atau lebih sebagai 

pelepas uang (geldschieter) pada pihak yang lain ". '^' 

Bentuk perseroan komanditer tidak diatur secara tersendiri dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang melainkan diatur bersama-

sama dengan pengaturan perseroan firma. 

Persero pemberi uang adalah anggota pasif atau komanditaris, 

disebut juga dengan istilah sleeping partners (stil'e vennoot), karena 

ia adalah persero dibelakang layar yang turut memperoleh bagian 

'Ibid.,h. 84. 
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dalam keuntungan dan turut pula memiku! kerugian yang di derita 

perseroan seperti persero biasa, tetapi tanggung jawabnya terbatas 

dalam arti bahwa mereka tidak akan memikul kerugian yang 

melebihi modal yang disetorkan. 

Para anggota yang mengurus dan memimpin perseroan dan 

secara aktif bertindak keluar disebut komplementaris. Hanya persero 

pengurus yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar serta 

terikat pada pihak ketiga. Apabila perseroan komanditer mempunyai 

banyak utang sehingga jatuh pailit, j ika harta benda perseroan tidak 

mencukupi untuk perlunasan utang-ulang tersebut, maka harta benda 

pribadi persero pengurus dapat pula dipertanggung jawabkan untuk 

melunasi utang perseroan. 

7 b. Perseroan Terbatas 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, 

pengaturan perseroan terbatas (naamloze vennootschap) yang 

sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

menjadi tidak berlaku lagi. 

Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, berbunyi 

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 
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seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksaraannya. 

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan terbatas mempunyai harta 

kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas nilai nominal 

saham yang disetor dalam bentuk uang dan atau dalam bcnluk lainnya. 

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang.Walaupun 

demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk 

lain baik berupa benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang. 

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai 

rincian yang mencrangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, 

tempat kedudukan dan Iain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan 

mengenai penyetoran tersebut. 

Perseroan yang modal sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau 

perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal, disebut perseroan terbuka. 

Menurut Ahmad Yani bahwa, "...pada prinsipnya semua Perseroan 

Terbatas adalah bersifat tertutup, dan bahwa Perseroan Terbatas yang 

terbuka hanyalah merupakan pengecualian, oleh karena terhadap 
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perseroan-perseroan tersebut berlaku kriteria-kritena tertentu 

sebagaimana ditentukan pada pasar modal... ".^"' 

Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi 

atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung 

jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah 

diambilnya. 

Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham. 

Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan adalah Direksi. 

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi 

dalam menjalankan perseroan, ialah Komisaris. 

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang akta 

pendiriannya akan dibahas daiam Bab I I I . 

Ahmad Yani dkk, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja 
GraTindo Persada, Jakarta, 1999, h. 14. 
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2 c, Koperasi dan Perusahaan Negara 

Koperasi 

Perkataan koperasi pada hakekatnya berasal dari dua suku 

kata,yakni 'Co' bararti bersama dan 'Operation' berarti pekerjaan, 

sehingga kalau digabungkan "...menjadi Cooperation atau koperasi 

berarti pekerjaan bersama, atau bersama-sama bekerja untuk tujuan 

tertentu"."" 

Perkoperasian di Indonesia, disamping pengaturannya secara 

prinsip dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok 

Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dirumuskan 

bahwa yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang 

berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus. 

• " M . Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Liberty, 
Yogyakarta, 1982, h. 30. 
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sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas 

kekeluargaaan. 

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasiona! dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju. adil dan makmur berlandaskan pancasila dan 

Undang- Undang Dasar Tahun 1945. 

Perusahaan Negara 

Perusahaan negara, pada hakekatnya adalah perusahaan yang 

modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik 

Indonesia, kecuali detentukan lain berdasarkan Undang-Undang. 

Pengaturannya terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

i9/Prp Tahun 1960. Ditinjau dari segi kepemilikannya dibedakan 

antara Badan Usahan Mil ik Negara ( B U M N ) dan Badan Usaha 

Mil ik Daerah (BUMD). 

C. Tentang Akta 

Dalam mengejar kesejahteraan hidupnya, manusia dihadapkan 

dengan berbagai halangan dan rintangan yang tidak diharapkan terjadinya. 

Halangan dan rintangan itu kadang dapat menimbulkan kerugian. 
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Dipihak lain, manusia berupaya untuk menghindari atau mengurangi 

beban resiko yang dihadapinya. Salah satu cara yang paling aman ialah 

dengan menerapkan diantara perikatan yang dibuatnya dalam bentuk akta 

yang kelak Jika diperlukan dapat dijadikan bukti tertulis tentang hal yang 

telah disetujui bersama. 

"Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa 

yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal untuk 

maksud pembuktian ".^^' 

Pasal ] 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, 

"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik 

maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan". 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Suatu 

akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya". 

Pasai 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Suatu 

akta. yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud 

" ' M . Nasir, Hukum Acara Perdata, Jembatan, Jakarta, 2003 
h. 152. 
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diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan 

sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan 

di bawah tangan jika la ditandatangani oleh para pihak". 

Pasa! 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, "Suatu 

akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahii 

warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti 

yang sempuma tentang apa yang dibuat didalamnya". 

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas berarti ada dua macam akta 

otentik, yaitu : 

1. Akta otentik yang dibual oleh pejabat yang berwenang untuk itu 

2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu 

Dengan demikian, suatu akta yang tidak memenuhi bentuk yang 

ditetapkan dan tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang 

untuk itu, tetapi ditanda tangani oleh para pihak, tidak akan diperlakukan 

sebagai akta otentik melainkan sebagai tulisan dibawah tangan atau secara 

tekhnis disebut akta dibawah tangan. 

Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai 

tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah 

tangan seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga 
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dan Iain-Iain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat yang 

khusus ditunjuk untuk itu. 

Menurut M Nasir 

...akta dibawah tangan yang memuat utang sepihak, membayar 
sejumlah uang tunai,atau menyerahkan suatu benda harus dituiis dengan 
seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatanganinya, 
atau setidak-tidaknya harus dituiis dibawah, dengan tanda tangan 
sendiri selain tanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah 
atau besamya atau banyaknya yang harus dipenuhi dengan huruf 
seluruhnya. 

"...fungsi tanda tangan pada akta adalah untuk memudahkan 

identifikasi dan mencirikan serta mengindividualisir suatu akta".'̂ "*' Dalam 

kenyataan, terutama pada masyarakat yang masih sederhana, tidak setiap 

orang dapat membuat tanda tangannya, melainkan menggantinya dengan 

'cap jempol ' , khususnya sering terjadi pada akta dibawah tangan. Sidik jari, 

cap jar i , atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal 

dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris 

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang".^^' Pengesahan sidik 

jan atau cap jampol para pihak yang dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang seperti dimaksud, disebut waarmerking. 

jb id . ,h . 158. 

'rbid.,h. 152. 
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Untuk memenuhi pasal 2 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1986 tentang Bea Materai, alat bukti tertulis yang diajukan dalam 

acara perdata harus diberi materai. Dalam hubungan itu, perlu diingat 

bahwa materai bukanlah merupakan syarat sahnya perjanjian. Suatu 

perjanjian tetap sah mcskipun tanpa materai. Terutama akta dibawah tangan 

sering terjadi sejak awal tidak diberi materai atau tidak dibuat diatas kertas 

bermaterai. Untuk dapat dipergunakan dikemudian hari sebagai alat bukti 

dipersidangan, maka perlu dilengkapi dengan materai. Pemateraian 

keinudian, dalam arti setelah perjaniian dibuat, disebut nazegelling. 

Fungsi akta adalah merupakan: 

1. Formalitas causa, yaitu sebagai sarana formalitas kelengkapan atau 

sempumanya adanya suatu perbuatan hukum. 

2. Probationis causa, yaitu bahwa sejak awal dibuat telah dipersiapkan 

sebagai alat bukti dikemudian hari. 

Kekuatan pembuktian suatu akta pada hakekatnya dibedakan antara 

kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan 

pembuktian materil. 

'Ibid.,h. 153 
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Kekuatan pembuktian bagi akta otentik adalah, sebagai berikut : 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah 

Suatu akta baik yang dibuat oleh pejabat atau 'akta pejabat' 

maupun yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat atau 'akta para 

pihak', yang secara lahiriah tampak sebagai akta otentik, dan memenuhi 

syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta 

otentik, sampai lerbukti sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada 

pihak yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut. 

2. Kekuatan pembuktian formil 

Dalam arti formil, suatu akta otentik membuktikan kebenaran dan 

kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh 

pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta, diantaranya mengenai 

tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang 

dicantumkan daiam akta tersebut. 

3. Kekuatan pembuktian materil 

Terhadap 'akta pejabat', kecuali akta yang dikeluarkan oleh kantor 

catatan sipil, pada hakekatnya merupakan petikan atau salinan dari 

daflar aslinya. Sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, sampai 

dapat dibuktikan sebaliknya, berarti materinya adalah benar. Dengan 

kata lain, kekuatan pemhuktiannya diserahkan kepada pertimbangan 
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hakim. Berbeda halnya dengan 'akta para pihak', memiliki kekuatan 

pembuktian materil. Walaupun demikian, bagi kepentingan dan 

terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktian materil ini, diserahkan 

kepada pertimbangan hakim. 

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, ialah sebagai berikut; 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah 

Pada hakekatnya akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan 

pembuktian lahiriah, sampai para pihak terhadap siapa akta dibawah 

tangan itu digunakan, membenarkan/mengakui tanda tangannya. 

Dengan kata lain, terhadap pihak ketiga, akta dibawah tangan ini 

memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Dalam hal tanda tangan 

dimungkiri maka hakim akan memerintahkan agar kebenaran akta 

tersebut diperiksa. 

2. Kekuatan pembuktian formil 

Apabila tanda tangan akta dibawah tangan tersebut telah diakui, 

berarti bahwa keterangan atau pemyataan didalam akta tersebut adalah 

benar dibuat oleh pihak-pihak yang bertanda tangan bersangkutan. 

Konsekuensinya, seperti halnya akta otentik, berarti telah terdapat 

kepastian bagi siapapun bahwa pihak yang bertanda tangan didalam 
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akta dibawah tangan tersebut, seperti apa yang ada diatas tanda tangan 

itu. 

3. Kekuatan pembuktian materil 

Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta 

dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu 

digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, 

secara materil merupakan bukti yang sempuma seperti halnya akta 

otentik, bagi yang menanda tanganinya, ahli warisnya atau orang 

mendapatkan hak dari mereka. 



B A B 111 

S Y A R A T V A N G H A R U S DIPENUHI A K T A P E N D I R I A N DAN 

A N G G A R A N D A S A R P E R U S A H A A N P E R S E R O A N T E R B A T A S 

M E N U R U T UNDANG-UNDANG N O M O R 1 T A H U N 1995 

A. Syarat Vang Harus Dipenuhi Akta Pendirian Perusahaan Perseroan 

Terbatas 

Perseroan Terbatas pada hakekatnya didirikan berdasarkan suatu 

perjanjian. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 seperti tersebut, sesungguhnya mempertegas kembali makna 

perikatan yang lahir dari perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, terutama yang tergolong "...perjanjian 'khusus' yang 

bemama'... "^ '̂'. Konsekuensinya, perjanjian pembentukan Perseroan 

Terbatas, tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1995. 

Ahmad Yani dkk. Op. Cit., h. I I . 
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Menuait Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk 

sahnya pejanjian harus dipenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dir i ; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. 

Pihak-pihak yang berjanji adalah pendiri Perseroan Terbatas. 

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor I tahun 1995, Perseroan 

Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan yang 

mewajibkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua ) orang atau lebih 

seperti dimaksud, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan 

Usaha Mil ik Negara. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian 

saham. Dalam hal setelah perseroan disahkan temyata pemegang saham 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 

(enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang 

bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Apabila 

daiam jangka waktu dimaksud, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) 

orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala 

perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang 

berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan. 
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Perjanjian Perseroan Terbatas, harus dituangkan dalam bentuk suatu 

akta notaris yang disebut Akta Pendirian. Dalam pembuatan akta pendirian, 

pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. 

Menurut pasai 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor I Tahun 1995, 

perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendinan disahkan 

oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan seperti dimaksud, para 

pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis 

dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. 

Syarat yang harus dipenuhi Akta Pendirian, 

1. memuat keterangan sekurang-kurangnya : 

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, 

dan kewarganegaraan pendiri; 

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 

tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang 

pertama kali diangkat; 

c. nama pemegang saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau 

nilai yang di perjanjikan dari saham yang telah ditetapkan dan disetor 

pada saat pendirian. 

2. memuat Anggaran Dasar 
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Menurut Pasa! 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, 

Akta Pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga 

tetap atau saham dan ketentuan tentang pcmberian keuntungan pribadi 

kepada pihak pendiri atau pihak lain. 

B. Syarat Yang Harus Dipenuhi Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan 

Terbatas 

Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1995, Perseroan Terbatas 

sebagai badan hukum. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, Perseroan 

Terbatas adalah subyek hukum yang tergolong 'suatu bentuk susunan 

relasi'. Bentuk susunan relasi dari suatu Perseroan Terbatas tertuang dalam 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Dengan kata lain, 

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mencerminkan hakekat suatu 

Perseroan Terbatas. 

Hal-hal yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, 

sekaligus merupakan syarat sekurang-kurangnya yang harus dipenuhi 

Anggaran Dasar ialah ; 

1. nama dan tempat kedudukan perseroan; 

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. jangka waktu berdirinya perseroan; 
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4. besamya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang 

disetor; 

5. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah 

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, 

dan nilai nominal setiap saham; 

6. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris; 

7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

8. tata cara pemilihan, pcngangkatan, penggantian ,dan pemberhentian 

anggota Direksi dan Komisaris; 

9. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; 

10. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang. 

Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara 

sah perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan 

dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nama perseroan harus 

didahului dengan perkataan 'Perseroan Terbatas' atau disingkat 'PT'. 

Dalam hal perseroan terbuka, pada akhir nama perseroan ditambahkan 

singkatan kata 'Tbk' . Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham. Usui adaanya perubahan Anggaran Dasar 

dicantumkan daiam surat panggilan atau pengumuman. 



B A B I V 

P E N U T U P 

Sebagai bagian akhir dari laporan hasil penelitian, maka berdasarkan 

uraian dalam bab-bab terdahulu, terutama yang bersangkut paut dengan 

permasalahan, perlu dirumuskan kesimpuian dan saran . 

A. kesimpuian 

I . Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, syarat yang harus 

dipenuhi Akta Pendirian perusahaan Perseroan Terbatas ialah sekurang-

kurangnya 

a. memuat; 

1) . nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat 

tinggal, dan kewarganegaraan pendiri; 

2) . susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 

tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan 

Komisaris yang pertama kali diangkat; 

3) . nama pemegang saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal 

atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditetapkan 

dan disetor pada saat pendirian; 

b. memuat Anggaran Dasar 
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, syarat yang harus 

dipenuhi Anggaran Dasar perusahaan Perseroan Terbatas ialah 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama dan tempat kedudukan perseroan; 

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. jangka waktu berdirinya perseroan, 

d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan , dan modal 

yang disetor, 

e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah 

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap 

saham, dan nilai nominal setiap saham; 

f. susunan, jumlah dan nama anggaota Direksi dan KomisanT; 

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham; 

h. tata cara pemilihan, pcngangkatan, penggantian, dan pemberhentian 

anggota Direksi dan Komisaris; 

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; 

j . ketentuan-ketentuan lain munurut Undang-Undang. 
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B. Saran 

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diberlakukan sejak 

tanggal 7 Maret tahun 1996, tetapi kenyataan menunjukan, terutama para 

pengusaha kecil/menengah masih banyak yang belum mengetahui 

perbedaan antara kerja sama usaha dalam bentuk partnership (maatschap) 

dan companies (khususnya Perseroan Terbatas). Padahal, dipandang dari 

segi resiko dan beban tanggung jawab yang dipikul, adalah lebih baik 

memilih kerja sama usaha dalam bentuk companies (khususnya Perseroan 

Terbatas). Karenanya menyarankan agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1995 disosialisasikan lebih intensif oleh instansi yang terkait, supaya 

pemilik modal (kecil/menengah) lebih memilih kerja sama usaha dalam 

bentuk companies (khususnya Perseroan Terbatas). 
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